BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah menjelaskan berdasarkan kajian literatur, data sekunder, metode
wawancara di lapangan, dan berkat adanya temuan bahwa terjadinya permasalahan
jaringan sistem dana kampanye secara online, yang kemudian dianalisis
menggunakan teori implementasi kebijakan menurut-Merilee S. Grindle, maka
keberhasilan dari implementasi kebijakan dipengaruhi oleh konten kebijakan, dan
konteks implementasinya. Dilihat melalui konten kebijakannya, maka kemudian
yang menimbulkan dugaan keterlambatan pengumpulan dokumen LPPDK oleh
pasangan calon nomor urut 03, disebabkan oleh waktu pengumpulan LPPDK
pasangan calon 03 yang tertera dalam berita acara KPU Kabupaten Sijunjung
perihal LPPDK adalah pukul 23.58 WIB. Apabila merujuk ke dalam pasal 34 ayat
(2) Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2017 maka waktu tersebut sudah terlambat.
Kemudian, dengan adanya permasalahan jaringan dalam sistem dana kampanye
secara online, didukung dengan ‘adanya Surat edaran dari-KPU Rl nomor 454
tentang petunjuk teknis perihal laporan dana kampanye, maka terdapat tumpang

tindih peraturan dalam pelaporan dana kampanye.

Lebih lanjut, ditinjau melalui lingkungan atau konteks implementasinya,
berangkat melalui asumsi peneliti bahwa terdapat kepentingan yang mempengaruhi
implementor kebijakan dalam proses pengambilan keputusan, setelah melalui

proses penelitian di lapangan, maka asumsi tersebut tidak dapat dibuktikan. Akan
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tetapi, memang terdapat upaya lobi-lobi kepentingan dari eksternal implementor
kebijakan. Namun, sikap dari implementor kebijakan terhadap adanya upaya
tersebut dengan tegas menolak untuk melakukan negosiasi perihal perkara dugaan

keterlambatan LPPDK yang terjadi di Pemilukada Kabupaten Sijunjung.

Terakhir, juga dilihat melalui lingkungan atau konteks implementasinya
dari sisi kepatuhan, maka dapat dikatakan bahwa adanya ketidaksiapan secara
administratif dari pasangan calon,03 perihal dokumen LPPDK, Hal tersebut yang
kemudian memicu tertundanya pengumpulan LPPDK dari pasangan calon terkait.
Secara etika oleh penyelenggara pemilu, maka pihak implementor kebijakan juga
melakukan pelanggaran kode etik dengan tidak dilaporkannya berita acara perihal
LPPDK kepada masing-masing pasangan calon. Tidak dilaporkannya berita acara
terkait LPPDK inilah yang kemudian memunculkan dugaan adanya keterlambatan
LPPDK oleh pasangan calon 03 dari pasangan calon yang kalah pada Pemilukada

Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.
6.2 Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan yang sudah peneliti paparkan sebelumnya,
peneliti memberikan saran, yaitu:

1. Kajian mengenai implementasi kebijakan yang berkaitan dengan penerapan
laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye belum banyak
dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi
kebijakan dari Merilee S. Grindle untuk mengidentifikasi bagaimana

kemudian implementasi kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
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pemilu. Asumsi penelitian dalam penelitian ini kemudian berawal dari
beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut
Grindle, yaitu perihal kepentingan dan kepatuhan dari pelaksana dan
penerima kebijakan. Sementara itu, Grindle menjelaskan bahwa setidaknya
ada sembilan indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan.
Peneliti menyarankan jika dilakukan penelitian lanjutan atau penelitian lain
perihal kajian implementasi kebijakan yang terkait dengan tata kelola
pemilu untuk dapat.dibuktilkan secara mendalam melalui indikator-indikator
lainnya menurut Grindle, baik dari poin kepentingan yang mempengaruhi,
tipe manfaat, derajat perubahan yang hendak dicapai, maupun pelaksana
program.

. Setelah peneliti menarik; kesimpulan, maka peneliti melihat adanya
perbedaan penafsiran perihal butir pasal dalam produk  kebijakan yang
peneliti gunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan memang
adanya tumpang tindih peraturan yang mengatur mengenai pelaporan
dokumen LPPDK. Sehingga kemudian peneliti menyarankan untuk peneliti
selanjutnya agar dapat menganalisis secara-mendalam mengenai aturan-
aturan tersebut.

KPU Kabupaten Sijunjung sebagai implementor kebijakan semestinya
memenuhi standar etik dalam penerapan penyampaian LPPDK, misalnya
dengan menyampaikan berita acara perihal LPPDK kepada pasangan calon
untuk menghindari dugaan-dugaan pelanggaran, dan memenuhi standar etik

yang berlaku sebagai lembaga penyelenggara pemilu.
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4. Pasangan calon sebagai penerima kebijakan semestinya memahami regulasi
secara komprehensif, mematuhi segala aturan yang berlaku, dan
menyiapkan dengan sebaik mungkin kelengkapan dokumen administratif

mengenai pelaporan dana kampanye.
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